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Abstrak 

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih sering ditemukan, salah satu penyebabnya 

karena tidak terpenuhinya hak-hak pekerja yang terkena PHK, seperti yang terjadi pada kasus 

dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg. Permasalahan yang diteliti adalah 

bagaimana kebijakan PHK dan pemenuhan hak pekerja di PT. Surya Madistrindo ditinjau dari 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta bagaimana putusan hakim dalam kasus 

tersebut jika dikaitkan dengan pemenuhan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PHK dan pemenuhan hak Penggugat oleh Tergugat tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Putusan hakim dalam 

kasus ini sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait 

pemenuhan hak Penggugat atas PHK berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan 

Uang Penggantian Hak. Putusan tersebut dapat dikatakan telah mengakomodasi kepentingan 

masing-masing pihak yang berperkara dengan penggunaan dasar hukum yang tepat sebagai dasar 

putusannya. 

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja; PHK 

 

Abstract 

Disputes over Termination of Employment (PHK) are still often encountered, one of the causes 

being the failure to fulfill the rights of employees who are terminated, as seen in the case of 

Decision Number 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg. The issue examined is how the PHK policy and 

the fulfillment of workers’ rights at PT. Surya Madistrindo are reviewed in terms of labor laws and 

regulations, as well as how the court’s decision in this case relates to fulfilling the interests of both 

parties in the dispute. The research results indicate that the PHK policy and the fulfillment of the 

Plaintiff’s rights by the Defendant do not comply with the provisions of applicable labor 

regulations. The court’s decision in this case is in accordance with labor laws, particularly 

regarding the fulfillment of the Plaintiff’s rights in terms of severance pay, long service award, 

and replacement benefits. The decision can be said to have accommodated the interests of both 

parties in the dispute by using the appropriate legal basis for the ruling. 

Keywords : Termination of Employment; PHK 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masyarakat mendapat perlindungan oleh konstitusi berdasarkan Pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”. Artinya, di sini negara memberikan jaminan hak 

bagi masyarakatnya untuk mendapat kesempatan bekerja guna mewujudkan 
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kehidupan yang layak dengan mengaturnya dalam undang-undang. Kelanjutan 

realisasi perlindungan ketenagakerjaan oleh pemerintah yang diamanatkan 

konstitusi dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan atau hukum 

positif yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan.1 

Hubungan kerja memang tidak selalu berjalan mulus sehingga akan 

banyak ditemukan perselisihan hubungan industrial ini. Seperti halnya 

perselishan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dimana ada 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik karena ketidaksesuaian 

pandangan antara pihak pekerja dan penguasa terhadap terputusnya hubungan 

kerja yang terjadi, yaitu tidak adanya pemenuhan hak-hak bagi pekerja yang 

di-PHK.2  

Meningkatnya PHK dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air termasuk 

salah satu persoalan bangsa Indonesia yang belum dapat terselesaikan hingga 

sekarang. Pada periode Januari sampai Desember 2024, terdapat 77.965 

pekerja yang mengalami PHK.3 

Pada dasarnya, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus 

mengupayakan tidak terjadinya PHK (Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang 

(UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang). Namun, ketika PHK tersebut tidak dapat dihindari, maka 

maksud PHK harus dirundingkan terlebih dahulu oleh pengusaha dan pekerja 

(perundingan bipartit).4 Apabila perundingan bipartit gagal, maka dapat 

dilanjutkan ke tingkat Tripartit dengan membuat pengaduan kepada instansi di 

bidang ketenagakerjaan, yakni Dinas Ketenagakerjaan, dilengkapi dengan 

bukti telah melakukan perundingan bipartit.5 Jika upaya penyelesaian 

perselisihan tingkat Tripartit tidak berhasil, maka dapat melanjutkan 

penyelesaian perselisihan dengan menempuh jalur hukum ke Pengadilan 

Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri setempat.6 

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto 

UU Nomor 6 Tahun 2023, diketahui bahwa pekerja yang diputus hubungan 

kerjanya memiliki perlindungan hukum berupa hak-hak normatif yang akan 

 
1 Genies Wisnu Pradana dan Purwono Sungkowo Raharjo, “Peran Mediator Hubungan Industrial 

Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun,” Jurnal Discretie 3, no. 3 (2022): 160–169, 

https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.52337, 161. 
2 Maswandi, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial,” 

Jurnal Ilmu Administrasi Publik 5, no. 1 (2017): 36–42, 

https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203, 37. 
3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Tenaga Kerja ter-PHK Tahun 2024,” Satu 

Data Kemenaker, 20 Januari 2025, https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-

data/2342#:~:text=Tenaga%20Kerja%20ter%2DPHK%20Tahun%202024&text=Pada%20periode

%20Januari%2DDesember%202024,PHK%20(Pemutusan%20Hubungan%20Kerja). 
4 Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Malang: Literasi Nusantara, 

2020), 172. 
5 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 186. 
6 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. 
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diterimanya. Kini, kita akan melihat bagaimana prosedur dan pemenuhan hak 

tersebut diterapkan dalam sebuah kasus yang terjadi di PT. Surya Madistrindo. 

Pada kasus yang terjadi di PT. Surya Madistrindo, terdapat permasalahan 

hukum mengenai pemenuhan hak dari seorang pekerja yang diputus hubungan 

kerjanya oleh pihak perusahaan. 

 

B. Kasus Posisi 

Permasalahan hukum yang ditemukan pada kasus PHK di PT. Surya 

Madistrindo antara Sari Damayanti selaku Penggugat melawan PT. Surya 

Madistrindo selaku Tergugat ini adalah berawal dari tanggal 6 Oktober 2021 

dimana Tergugat memutus hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan 

Surat Keputusan Nomor 186/SM/HRDGA/X/2021 akibat gratifikasi berupa 

fasilitas peminjaman uang dengan total sebesar Rp25.000.000,00 yang terjadi 

pada tanggal 5 Maret 2018, 25 April 2018 dan 18 Agustus 2018 dari rekan 

Tergugat, yang dimana perbuatan ini merupakan pelanggaran kerja yang 

bersifat mendesak menurut Peraturan Perusahaan PT. Surya Madistrindo Pasal 

41 ayat (4) huruf (c) angka (3) dan (7). Pada tanggal 8 Oktober 2021, Tergugat 

telah memberikan hak Tergugat atas PHK tersebut berupa Uang Pisah sebesar 

Rp2.000.000,00 dan Uang Penggantian Hak berupa pembayaran sisa cuti 

sebesar Rp9.571.627,00 serta biaya ongkos pulang kampung Rp4.677.800,00 

sesuai peraturan perusahaan yang merujuk pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

Penggugat menolak PHK tersebut sehingga terjadi perselisihan PHK yang 

kemudian dirundingkan dalam tahap bipartit, namun berakhir gagal karena  

Tergugat tidak ingin memberikan apa yang dituntut oleh Penggugat berupa 

Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja. Upaya penyelesaian 

masalah tersebut lanjut ke tahap tripartit melalui mediasi yang dalam prosesnya 

dipimpin oleh seorang mediator, namun kembali berakhir gagal karena 

mediator dalam anjuran tertulisnya tidak menganjurkan Tergugat untuk 

membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana 

yang dituntut oleh Penggugat. Langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh para 

pihak adalah menyelesaikan perkara melalui Pengadilan Hubungan Industrial. 

Pada intinya, majelis hakim mengabulkan sebagian petitum dari Penggugat 

yang berkenaan dengan pokok perkara saja, seperti mengenai hak atas Upah 

Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja dengan perbaikan perhitungan sesuai 

UU Nomor 6 Tahun 2023. 

Majelis hakim pada tanggal 23 Mei 2023 mengucapkan putusannya, yakni 

mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar 

Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dengan fakta hukum yang 

ditemukan bahwa Peraturan Perusahaan PT. Surya Madistrindo Pasal 41 ayat 

(4) huruf (c) angka (3) dan (7) yang mengatur mengenai pelanggaran kerja 

bersifat mendesak tidak dapat diberlakukan dalam kasus PHK yang dialami 

Penggugat karena peraturan perusahaan tersebut sudah tidak berlaku lagi, 
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sehingga majelis hakim memakai dasar hukum Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 

Tahun 2021 untuk memutus sengketa ini. 

 

C. Intisari Putusan Pengadilan 

Berikut adalah petitum dari Penggugat: 

1) Menerima dan mengabulkan semua gugatan Penggugat; 

2) Menetapkan PHK antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat Putusan 

Hubungan Industrial; 

3) Mengharuskan Tergugat untuk mengeluarkan surat keterangan kerja atas 

nama Penggugat; 

4) Menyatakan bahwa sita jaminan berupa Rekening Bank, Bank Negara 

Indonesia dengan Nomor Rekening: 164608965 milik Perusahaan atas 

nama Surya Madistrindo adalah sah dan berharga. 

5) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski 

terdapat verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya; 

6) Mengharuskan Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat 

secara tunai dan seketika sebesar Rp283.700.000,00 dengan rincian 

sebagai berikut: 

- Uang Pesangon: Rp14.085.000,00 x 9 bulan sehingga berjumlah 

Rp126.765.000,00; 

- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp14.085.000,00 x 5 bulan sehingga 

berjumlah Rp70.425.000,00; 

- Upah Proses: Rp14.085.000,00 x 6 bulan sehingga berjumlah 

Rp84.510.000,00; dan 

- Uang Pisah: Rp2.000.000,00. 

7) Mengharuskan Tergugat untuk membayar Uang Paksa sebesar 

Rp1.000.000,00 setiap harinya jika Tergugat tidak melaksanakan putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap; 

8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 

Putusan hakim DALAM EKSEPSI adalah menolak eksepsi Tergugat dan 

DALAM POKOK PERKARA memutuskan untuk mengabulkan gugatan 

Penggugat sebagian. Putusan tersebut menyatakan hubungan kerja antara 

Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan itu. Tergugat 

diperintah untuk menerbitkan surat pengalaman kerja pada Penggugat yang 

sudah bekerja sejak 1 Januari 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Buyer 

Regional, kemudian mengharuskan Tergugat untuk membayar secara tunai dan 

seketika sebagai kompensasi akibat PHK kepada Penggugat sebesar 

Rp133.807.500,00 dengan rincianya adalah: 

- Uang Pesangon: 0.5 x Rp14.085.000,00 x 9 bulan sehingga berjumlah 

Rp63.382.500,00; dan 

- Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp14.085.000,00 x 5 bulan sehingga 

berjumlah Rp70.425.000,00. 

Kemudian, putusan hakim menolak gugatan Penggugat untuk selainnya, 

serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp138.000,00. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak 

pekerja di PT. Surya Madistrindo ditinjau dari Peraturan Perundang-

Undangan Ketenagakerjaan? 

2. Bagaimana putusan hakim dalam kasus PT. Surya Madistrindo jika 

dikaitkan dengan pemenuhan kepentingan kedua belah pihak? 

 

II. ANALISIS KASUS 

A. Kebijakan PHK dan Pemenuhan Hak Pekerja di PT. Surya Madistrindo 

ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan 

Penggugat di-PHK oleh Tergugat karena gratifikasi berupa fasilitas 

pinjaman uang dari rekanan perusahaan sehingga tindakan Penggugat merupakan 

pelanggaran yang bersifat mendesak menurut Pasal 41 ayat (4) huruf (c) angka (3) 

dan (7) Peraturan Perusahaan PT. Surya Madistrindo.  

Penggugat sebagai Buyer Regional wilayah Semarang merupakan pihak 

yang mengurusi pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam pemilihan vendor 

(rekanan) Perusahaan. Fasilitas peminjaman uang yang diterima oleh Penggugat 

dari vendor Perusahaan tentu saja berpotensi memunculkan conflict of interest 

(konflik kepentingan) sehingga dapat memengaruhi aktivitas perusahaan. Konflik 

kepentingan didefinisikan sebagai situasi yang memiliki potensi untuk 

menyebabkan tindakan korupsi, yang dapat dilihat melalui berbagai pengaturan 

dan lembaga yang mengaturnya.7  

Konflik kepentingan diartikan sebagai situasi dimana seorang pekerja 

dengan jabatan dan kuasanya, memiliki hubungan dengan kepentingan pribadinya 

dalam penggunaan jabatannya sehingga dapat memengaruhi kinerja hingga 

profesionalitas karyawan. Oleh karena itulah, Tergugat mengambil tindakan untuk 

memutus hubungan kerja dengan Penggugat dengan mengacu pada peraturan 

perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Langkah ini juga diambil untuk 

menjaga hubungan kerja sama yang profesionalitas antara Perusahaan dengan 

pihak ketiga, dan mencegah terjadinya conflict of interest, baik antara pihak ketiga 

dengan Tergugat, maupun antara Tergugat dengan Penggugat. 

Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 menerangkan bahwa 

pelanggaran oleh pekerja yang bersifat mendesak dapat diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. PHK dapat dilakukan 

tanpa perlu memberi surat peringatan terlebih dahulu kepada pekerja yang 

melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Bunyi pasal tersebut diperkuat dengan 

ketentuan Pasal 52 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2021, “Pengusaha dapat 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)”. 

Pelanggaran bersifat mendesak itu harus diatur dalam peraturan perusahaan, 

 
7 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam  

pengelolaan keuangan negara,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 10, no. 1 (2024): 65–80, 

https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1024, 67. 
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peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama berupa perbuatan tertentu, 

misalnya: 

a. Menipu, mencuri, menggelapkan barang atau uang perusahaan; 

b. Merugikan perusahaan akibat keterangan palsu; 

c. Mengonsumsi minuman keras, mabuk, atau menggunakan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat kerja; 

d. Berbuat asusila atau melakukan judi di tempat kerja; 

e. Melakukan penyerangan penganiayaan, pengancaman, atau intimidasi kepada 

rekan kerja atau pengusaha; 

f. Memengaruhi rekan kerja atau pengusaha untuk melanggar hukum; 

g. Merugikan perusahaan akibat perusakan atau pembiaran barang perusahaan 

dalam keadaan bahaya; 

h. Membiarkan rekan kerja atau pengusaha dalam situasi bahaya di lingkungan 

kerja; 

i. Membongkar rahasia perusahaan, kecuali untuk kepentingan negara; 

j. Melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. 

Berjalannya sidang di pengadilan, majelis hakim mengungkapkan bahwa 

ternyata dasar pengenaan PHK kepada Penggugat melalui Pasal 41 ayat (4) huruf 

(c) angka (3) dan (7) Peraturan Perusahaan PT. Surya Madistrindo periode 2019-

2021 ini sudah tidak berlaku. Peraturan perusahaan yang dipakai oleh Tergugat 

sebagai dasar hukumnya memutus hubungan kerja dengan Penggugat merupakan 

peraturan yang berlaku per tanggal 30 Agustus 2019 sampai 30 Agustus 2021. 

Sedangkan, PHK terjadi pada Oktober 2021 yang artinya peraturan perusahaan 

tersebut tidak dapat diberlakukan pada pelanggaran kerja oleh Penggugat. 

Penulis berpandangan bahwa apabila perbuatan Penggugat yang 

dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak tersebut diatur dalam 

Peraturan Perusahaan PT. Surya Madistrindo yang berlaku pada saat terjadi PHK, 

maka Tergugat dapat saja memberlakukan PHK sesuai peraturan perusahaan. 

Pihak Perusahaan seharusnya menggunakan peraturan perusahaan yang terbaru, 

yakni setelah Agustus 2021 karena sebagaimana diketahui bahwa peraturan 

perusahaan hanya berlaku untuk 2 tahun kemudian harus diperbarui (Pasal 111 

ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003).  

Tidak tertuangnya ketentuan yang menetapkan bahwa tindakan gratifikasi 

berupa fasilitas peminjaman uang dari rekanan perusahaan sebagai pelanggaran 

karyawan yang bersifat mendesak dalam Peraturan Perusahaan PT. Surya 

Madistrindo menyebabkan Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk 

menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga 

Tergugat tidak dapat melakukan PHK dengan alasan pelanggaran mendesak 

karena pelanggaran tersebut haruslah diatur dalam peraturan perusahaan. 

Dunia hukum mengenal adagium “Lex Specialis Derogat Legi Generali,” 

yakni peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. Artinya, apabila ada 

peraturan khusus maka penggunaan aturan khusus tersebut dapat mengecualikan 

aturan yang umum terhadap suatu masalah hukum, dengan catatan bahwa 
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peraturan khusus tersebut tidak bertentangan dengan aturan umum tersebut.8 

Pekerja yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran peraturan perusahaan 

maupun peraturan perundang-undangan, pada umumnya harus mendapatkan 

peringatan terlebih dahulu. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 36 huruf (k) PP 

Nomor 35 Tahun 2021 juncto Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 bahwa 

PHK dapat terjadi bila pekerja melanggar hal-hal yang diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang sebelumnya telah 

diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut 

masing-masing berlaku 6 bulan. Seharusnya, apabila peraturan perusahaan belum 

diperbarui, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut adalah menggunakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Sebab, 

tidak ada peraturan khusus yang mengatur penyebab dari terjadinya peristiwa 

PHK saat itu sehingga yang digunakan adalah aturan umum. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 prosedur 

PHK terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran kerja, yakni: 

a. Pengusaha dapat langsung memutus hubungan kerja kepada pekerja tanpa 

surat peringatan maupun surat pemberitahuan PHK karena pekerja melakukan 

pelanggaran bersifat mendesak berupa perbuatan tertentu yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama 

berdasarkan Penjelasan Pasal 52 ayat (2) dan (3) PP Nomor 35 Tahun 2021, 

sehingga hak-hak yang didapatkan pekerja atas PHK akibat pelanggaran 

mendesak tersebut adalah sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 

35 Tahun 2021, yakni Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah. 

b. Pengusaha harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu, yakni surat 

peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut karena pekerja 

melakukan pelanggaran kerja dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama (di luar Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 

35 Tahun 2021) berdasarkan Pasal 36 huruf (k) PP Nomor 35 Tahun 2021 

juncto Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021. Jika setelah 

menerima surat peringatan ketiga pekerja tetap melakukan pelanggaran dan 

PHK harus terjadi, maka pengusaha harus menyampaikan surat pemberitahuan 

PHK dalam 14 hari sebelum PHK (Penjelasan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 

Tahun 2021 juncto Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2021). Hak-hak 

yang didapatkan pekerja atas PHK akibat pelanggaran kerja tersebut adalah 

sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021, yakni 

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak. 

Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa tindakan Tergugat yang 

memutus hubungan kerja dengan Penggugat pada kasus ini tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan karena langsung melakukan PHK secara sepihak 

kepada Penggugat. Tergugat seharusnya memberikan surat peringatan terlebih 

dahulu kepada Penggugat karena dasar hukum Tergugat berupa peraturan 

perusahaan periode 30 Agustus 2019 sampai 30 Agustus 2021 tersebut tidak dapat 

diterapkan pada pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak 

ada ketentuan yang mengatur bahwa tindakan gratifikasi berupa fasilitas 

 
8 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11. 
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peminjaman uang dari rekanan perusahaan sebagai pelanggaran karyawan yang 

bersifat mendesak dalam Peraturan Perusahaan PT. Surya Madistrindo.  

Ketentuan pemberian hak Penggugat atas PHK yang terjadi seharusnya 

mendasar kepada Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 juncto Pasal 156 

ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

168/PUU-XXI/2023 bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja 

karena telah melakukan pelanggaran kerja yang sebelumnya telah diberikan surat 

peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, maka Penggugat 

berhak paling sedikit atas: 

- Uang Pesangon sebesar             Rp63.382.500,00; 

- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp70.425.000,00; dan 

- Uang Penggantian Hak sebesar Rp14.429.427,00. 

 

B. Putusan Hakim dalam Kasus PT. Surya Madistrindo Terkait Pemenuhan 

Kepentingan Kedua Belah Pihak 

Berdasarkan pertimbangan hakim pada kasus ini, terlihat bahwa hakim 

menolak semua jawaban yang diberikan oleh Tergugat dalam eksepsi maupun 

pokok perkara, dan mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat. Menurut 

analisis penulis, majelis hakim memperhatikan segala argumentasi dan bukti-bukti 

yang ada, terutama mengenai pokok permasalahan yang dianalisis yakni mengenai 

pemenuhan hak Penggugat selaku pekerja yang pada poin keenam petitum 

penggugat menginginkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas Uang 

Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Upah Proses, dan Uang Pisah sebesar 

Rp283.700.000,00. 

Hakim mempertimbangkan bahwa peraturan perusahaan yang berlaku untuk 

masa 30 Agustus 2019 hingga 30 Agustus 2021, serta adanya perubahan peraturan 

perusahaan pada 30 Maret 2021 telah berakhir saat PHK yang dilakukan pada 6 

Oktober 2021 terjadi, sehingga PHK dengan alasan mendesak menurut Pasal 52 

ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 tidak dapat dikenakan. PHK dengan sifat yang 

mendesak harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama, maka Surat Keputusan Nomor 186/SM/HRDGA/X/2021 

tentang PHK Karyawan atas nama Sari Damayanti dianggap batal demi hukum. 

Penulis sepakat dengan majelis hakim karena prosedur PHK yang dilakukan oleh 

Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021 tidak menggunakan dasar hukum yang 

berlaku. 

Hakim mempertimbangkan tindakan Penggugat yang meminjam uang 

kepada rekanan Tergugat, yakni penanggung jawab CV. Sisi Barat sebesar 

Rp25.000.000,00 pada tanggal 5 Maret 2018, 25 April 2018 dan 18 Agustus 2018 

adalah pelanggaran kerja yang seharusnya diberi surat peringatan pertama, kedua, 

dan ketiga pada tanggal 5 Maret 2018, 25 April 2018 dan 18 Agustus 2018, 

sehingga majelis hakim menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat 

dengan Tergugat. Pandangan penulis terhadap pernyataan majelis hakim bahwa 

Penggugat harus diberi surat peringatan di tanggal 5 Maret 2018, 25 April 2018 
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dan 18 Agustus 2018 menimbulkan kebingungan. Sebab, konflik baru muncul 

pada Oktober 2021 yang artinya bisa saja pihak Tergugat baru mengetahui adanya 

tindakan peminjaman uang ini pada tahun 2021, atau bisa saja permasalahan 

mengenai perbuatan Penggugat baru berdampak di tahun 2021 sehingga pihak 

Tergugat perlu mengambil langkah tegas untuk menanganiya. Oleh karena itu, 

bagaimana bisa Penggugat diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga 

yang masing-masing pada tanggal 5 Maret 2018, 25 April 2018 dan 18 Agustus 

2018. Penulis berpandangan bahwa pernyataan majelis hakim tersebut dapat 

ditafsirkan bahwa surat peringatan pelanggaran kerja oleh Penggugat diberikan 

pada Oktober 2021 (ketika konflik muncul), sehingga setelah menerima surat 

peringatan pertama, kedua, dan ketiga tersebut perusahaan dapat melakukan PHK. 

Dengan demikian, hak atas PHK yang diterima oleh Penggugat mengikuti aturan 

pemberian kompensasi sesuai Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021. 

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021, Tergugat dijatuhi 

hukuman untuk membayar kompensasi PHK sejumlah Rp133.807.500,00 berupa: 

- Uang Pesangon sebesar Rp63.382.500,00 dengan perhitungannya adalah 0,5 x 

Rp14.085.000,00 x 9 bulan; dan 

- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp70.425.000,00 dengan 

perhitungannya adalah Rp14.085.000,00 x 5 bulan. 

Tuntutan terhadap Uang Pisah ditolak oleh majelis hakim karena Penggugat 

tidak berhak atas kompensasi tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) PP 

Nomor 35 Tahun 2021. Uang Pengantian Hak sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) 

huruf (c) PP Nomor 35 Tahun 2021 sudah diterima Penggugat sebesar 

Rp14.249.427,00 sejak tanggal 8 Oktober 2021, sehingga majelis hakim tidak 

memasukkan Uang Penggantian Hak dalam perhitungan kompensasi PHK.  

Tuntutan penggugat atas Upah Proses tidak dijelaskan dalam pertimbangan 

hakim dan tidak dicantumkan dalam putusan tersebut. Upah Proses adalah upah 

yang diberikan kepada pekerja selama dalam proses perselisihan hubungan 

industrial, seperti PHK. 9 Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan butir (B) angka (2) huruf (f), Upah Proses dalam masa penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial diberikan paling lama enam bulan dan apabila 

perselisihan berlanjut lebih dari waktu tersebut tidak menjadi tanggung jawab para 

pihak (bukan kewajiban bagi pihak pengusaha lagi untuk memberi Upah Proses). 

Pasal 151 UU Nomor 6 Tahun 2023 juncto UU Nomor 13 Tahun 2003 

menjelaskan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus 

mencegah terjadi PHK, namun jika tidak dapat dihindari pengusaha wajib 

memberikan surat pemberitahuan yang apabila ditolak harus dirundingkan, dan 

jika masih tidak tercapai kesepakatan maka pengusaha akan melewati tahap 

selanjutnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 (Tripartit dan 

Pengadilan). Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 

 
9 Fitriana Gunadi, “Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja,” Jurnal Hukum dan 

Pembangunan 50, no. 4 (2020): 858-878,  https://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2856, 860. 
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dijelaskan bahwa jika pekerja tidak melakukan pekerjaan maka tidak akan 

mendapat upah, kecuali apabila pekerja sedang dalam keadaan berikut: 

a. pekerja sakit sampai tidak dapat bekerja;  

b. pekerja perempuan yang sakit saat hari pertama dan kedua masa haidnya 

sehingga tidak dapat bekerja;  

c. pekerja tidak masuk kerja karena menikah, menikahkan, mengkhitankan, 

membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami 

atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota 

keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;  

d. pekerja tidak dapat bekerja karena sedang menjalankan kewajiban terhadap 

negara;  

e. pekerja tidak dapat bekerja karena sedang menjalankan ibadah;  

f. pekerja bersedia untuk bekerja tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, 

baik karena kesalahan sendiri maupun hambatan yang seharusnya dapat 

dihindari pengusaha;  

g. pekerja sedang menjalankan haknya untuk beristirahat;  

h. pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha; dan  

i. pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

Penulis memandang bahwa menurut Pasal 151 UU Nomor 6 Tahun 2023 

juncto UU Nomor 13 Tahun 2003, selama proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial berlangsung, mulai dari tahap bipartit, tripartit, dan 

pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung), ikatan 

hubungan bekerja masih berlangusng yang dimana pihak pekerja dan pengusaha 

masih dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka selagi menunggu dan 

mendapat penetapan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak 

diajukan upaya hukum lagi. Pengusaha yang menghendaki agar pekerja tidak 

melakukan pekerjaannya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, tetap harus memberikan upah kepada pekerja sebagaimana ketentuan 

dalam Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, namun berbeda halnya 

terhadap pekerja yang tidak melakukan pekerjaan dengan alasan yang tidak diatur 

dalam Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, misalnya ketika pengusaha 

sudah memberikan pekerjaan, akan tetapi pekerja tidak melakukan kewajibannya 

(pekerjaan) atas kehendaknya sendiri, maka pekerja tersebut tidak akan 

mendapatkan upah. Apabila kembali melihat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, 

artinya hakim yang menangani kasus perselisihan hubungan industrial harus 

memutuskan agar pengusaha membayar upah proses kepada pekerja selama enam 

bulan, baik bila pekerja tetap bekerja maupun pekerja sedang tidak bekerja karena 

alasan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003.10  

Majelis hakim telah luput untuk menjelaskan pertimbangan hukumnya 

untuk tidak mengabulkan Upah Proses yang dituntut oleh Penggugat, padahal 

hakim seharusnya mencantumkan alasan atau dasar putusannya dalam 

pertimbangan hukum secara komprehensif dan jelas agar tidak para pihak yang 

berperkara tidak kebingungan terhadap hasil putusan hakim. Kendati demikian, 

apabila Upah Proses ingin diperjuangkan pemenuhannya oleh Penggugat sejak 

 
10 Gunadi, “Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja,” 872. 
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awal, seharusnya Penggugat mencantumkan dalil-dalil yang berhubungan dengan 

pemenuhan hak tersebut karena pada eksepsi Tergugat tidak menjelaskan secara 

detail mengenai penolakannya terhadap pembayaran Upah Proses kepada 

Penggugat, dan Penggugat dalam putusan tersebut tidak menerangkan secara jelas 

dan tidak ada bukti yang mendasari permasalahan mengenai Upah Proses. Dalil 

yang tidak dijelaskan oleh Penggugat misalnya mengenai apakah selama proses 

penyelesaian PHK berlangsung kedua belah pihak masih saling menjalankan 

kewajibannya atau Tergugat melakukan skorsing sebagai bentuk penolakan 

kepada Penggugat untuk bekerja kembali di perusahaan, kemudian Penggugat 

tidak diberikan Upah Proses. Sebaliknya, apakah Penggugatlah yang tidak 

melakukan kewajibannya meski diberi pekerjaan oleh Tergugat sehingga 

memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dimana 

Penggugat memang tidak berhak menerima upah apabila tidak ingin bekerja 

dengan alasan yang tidak diatur dalam Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 

2003. Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk 

mengabulkan gugatan atas Upah Proses pada kasus ini tidak ada alasan mendasar 

dan tidak dapat dibuktikan bahwa apakah seharusnya Penggugat berhak mendapat 

Upah proses sesuai dengan ketentuan di Pasal 157A ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 

2023 juncto UU Nomor 13 Tahun 2003 juncto Putusan Nomor 168/PUU-

XXI/2023 dan Pasal 93 UU Nomor 13 Tahun 2003, padahal Penggugat yang 

menuntut Upah Proses harus dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak 

melakukan kewajibannya, namun pada isi putusan tidak terdapat dalil Penggugat 

yang menjelaskan hal tersebut. 

Menurut analisis penulis, pertimbangan majelis hakim yang memutus 

perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam pertimbangan hukum 

terdapat beberapa bagian yang belum dijelaskan secara tegas dan jelas sehingga 

menimbulkan kebingungan dan menciptakan penafsiran sendiri bagi penulis, serta 

adanya penolakan atas petitum yang tidak dijelaskan. 

Pada kasus perselisihan PHK di PT. Surya Madistrindo ini, putusan 

pengadilan memberikan memberikan kompensasi PHK kepada Penggugat yang 

semula tidak diberikan oleh Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan, dan 

Tergugat pada akhirnya dapat melakukan PHK kepada Penggugat sebagaimana 

yang diinginkan sejak awal. Penulis berpandangan bahwa putusan pengadilan 

mengenai kasus ini telah mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dengan 

baik, dilihat dari keobjektifan majelis hakim dalam memeriksa dan menilai semua 

bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menghasilkan putusan yang 

mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dengan memberikan pemenuhan 

bagi hak-hak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan berdasarkan bukti dan alasan hukum yang jelas. 

 

III. SIMPULAN 

1. Kebijakan PHK dan pemenuhan hak pekerja yang dilakukan oleh Tergugat 

(PT. Surya Madistrindo) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. Tergugat seharusnya melakukan PHK dengan memberi surat 

peringatan terlebih dahulu, dan memberikan sanksi kepada Penggugat 
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berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

umum karena tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa peminjaman uang 

dari rekanan perusahaan sebagai pelanggaran bersifat mendesak pada 

Peraturan Perusahaan PT. Surya Madistrindo, serta dasar hukum berupa 

peraturan perusahaan yang digunakan oleh Tergugat adalah sudah habis masa 

berlakunya dan tidak diperbaharui. 

2. Putusan hakim dalam kasus PT. Surya Madistrindo telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, terutama 

mengenai pemenuhan hak Penggugat atas PHK berupa Uang Pesangon dan 

Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Uang Penggantian Hak yang telah diberi 

oleh Tergugat sehingga tidak dicantumkan dalam poin putusan hakim. Putusan 

dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg dapat dikatakan telah 

mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak yang berselisih dengan 

penggunaan dasar hukum yang tepat sebagai dasar putusannya. 
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